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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi adalah “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Suatu 

Studi di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo”. 

Disusun oleh Egidius Yohanes Tasu, NIM : 2018110912. 

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Alokasi 

Dana Desa (ADD) tahun 2020 di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, 

Kabupaten Nagekeo, merupakan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) dengan anggaran perencanaan Rp. 325.000.000, 

sedangkan dalam pelaksanaan Rp. 310.000.000, sehingga ada dana yang sisa 

sejumlah Rp. 15.000.000.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Fungsi 

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, 

Kabupaten Nagekeo serta faktor-faktor apa yang dihadapi oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) tahun 2020 di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten 

Nagekeo. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, 

sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologis yuridis. Yang menjadi fokus dalam pendekatan penelitian sosologi 

adalah masalah objek evaluasi  atau pilihan kebijakan. Objek dalam penelitian 

ini adalah Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap 

Program Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Fungsi Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa Sawu Tahun 2020 belum maksimal, sehingga bisa terjadi 

kelalaian dalam laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa Sawu atas 

pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020. 

Faktor-faktor penyebab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum 

melaksanakan fungsi pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 di 

Desa Sawu adalah; tingkat Sumber Daya Manusia dari Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) masih sangat rendah serta kurangnya pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan oleh pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten kepada 

lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  

Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

tahun 2020, dan saran penulis bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus 

bertindak tegas dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di masa mendatang, 

khususnya dalam hal pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga kelalaian 

atau kesalahan dalam laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) dapat terlaksana sesuai dengan prosedurnya. 

Kata Kunci : Fungsi, Pengawasan, dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) 
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ABSTRACT 

 

Thesis title is "The Oversight Function of the Dess Consultative Body (BPD) 

Regarding the Implementation of Village Fund Allocation (ADD) in 2020 A 

Study in Sawa Village, Manponggo District, Nagekeo Regency" Compiled 

by Egidius Yohanes Tasu, NIM: 2018110912. 

The function of the Village Consultative Body (BPD) in overseeing the 

2020 Village Fund Allocation (ADD) in Sawu Village, Mauponggo District, 

Nagekeo Regency, is a problem that occurs in the implementation of the Village 

Fund Allocation (ADD) with a planning budget of Rp. 325,000,000 while in the 

implementation Rp. 310,000,000 so there are funds available in the amount of 

Rp. 15,000,000. 

The formulation of the problem in this study is how the Village 

Consultative Body (BPD) Oversight Functions Regarding the Implementation of 

Village Fund Allocation (ADD) in 2020 in Sawu Village, Mauponggo District, 

Nagekeo Regency and what factors are faced by the Village Consultative Body 

(BPD) in Oversight Implementation of the 2020 Village Fund Allocation (ADD) 

in Sawu Village, Mauponggo District, Nagekeo Regency. 

The research method used in this research is empirical while the 

approach used in this research is a juridical sociological approach. The focus of 

the sociological research approach is the issue of the object of evaluation or 

choice of policy. The object in this study is the Oversight Function of the Village 

Consultative Body (BPD) for the 2020 Village Fund Allocation Program (ADD). 

The results of this study note that the Badr Monitoring Fungi Village 

Consultative Council (BPD) regarding Implementation of Dess Fund Allocation 

(ADD) in Sawu Village in 2020 has not been maximized so it can happen 

negligence in the accountability report by the Head of Sawu Village or 

implementation of Village Fund Allocation (ADD) in 2020. 

The factors causing the Village Consultative Body (BPD) to not carry out 

the oversight function of the 2020 Village Fund Allocation (ADD) in Sawu 

Village are; the level of Human Resources from the Village Consultative 

Council (BPD) is still very low and there is a lack of education and training 

provided by the sub-district and district governments to the Village Consultative 

Body (BPD) institutions 

The conclusion from this research is that it is known that the oversight 

function of the Village Consultative Body (BPD) for the implementation of the 

Village Fund Allocation (ADD) in 2020, and the author's suggestion that the 

Village Consultative Body (BPD) must act decisively in supervising the 

performance of the Village Head in the future, especially in terms of 

implementation of the Village Fund Allocation (ADD) resulting in negligence or 

errors in the accountability report regarding the implementation of the Village 

Fund Allocation (ADD).  

 

Keywords : Function, Supervision, and Village Consultative Body (BPD) 
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